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1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
maupun di perguruan tinggi lain. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri 
tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
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(٧) ۡﺐَﺼﻧﭑَﻓ َۡﺖﻏَﺮَﻓ اَذِﺈَﻓ (٦) ِۡﺮﺴُﻌۡﻟٱاً۟ﺮۡﺴُﯾا َﻊَﻣ ﱠنِإ  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(QS. Al-Insyirah : 6-7) 
 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa drajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al-Mujahdalah : 11)  
 
“Bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan shadaqoh, hadapi 
ujianmu dengan do’a” 
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Kedudukan kreditor adalah sama sehingga mereka mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh hasil eksekusi sesuai dengan besar kecilnya tagihan masing-
masing. Hak eksekusi kreditor khususnya pemegang jaminan dengan hak tanggungan 
terhadap harta kekayaan debitor yang telah dijaminkan oleh debitor pailit atas 
kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 
21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juga menyebutkan 
bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan 
tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan 
Undang-Undang tersebut. Namun, tidak penjelaskan mengenai ketentuan yang 
mengatur hubungan antara Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 21 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Penelitian tentang ”Tinjauan Yuridis tentang Hak Kreditor dalam 
Melaksanakan Eksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan dengan 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang – 
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang” ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. 
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan 
pendekatan perundang-undangan dan didukung dengan pendekatan konsep.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis dapat mengajukan 
permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang 
mereka miliki. Hak eksekusi kreditor tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit 
diucapkan. Kreditor yang haknya ditangguhkan tersebut dapat mengajukan 
permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat 
penangguhan. Prinsipnya, kedua undang-undang tersebut sama-sama memberikan 
jaminan bagi kreditor selaku pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi haknya. 
Meskipun dalam Undang-Undang Kepailitan terdapat masa penangguhan hak 
kreditor yang telah memberikan perbedaan tetapi aturan lain dalam undang-undang 
tersebut juga menyebutkan bahwa kreditor atau pihak ketiga yang haknya 
ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat 
penangguhan atau mengubah syarat penangguhan. Kreditor dapat melaksanakan 
eksekusinya sendiri dan wajib memberikan pertanggungjawaban atas hasil penjualan 
kepada kurator. 
Dari hasil penelitian, seyogyanya aturan mengenai syarat penangguhan terkait 
dengan hak eksekusi kreditor pemegang jaminan hak tanggungan dalam kedua 
undang-undang tersebut lebih disesuaikan agar tidak menimbulkan kesan adanya 
benturan norma antara yang satu dengan yang lain. 
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